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A B S T R A K  A R T I C L E   I N F O 

Kriminalitas merupakan indikator penting dalam menilai 
keamanan dan stabilitas sosial suatu wilayah. Di Indonesia, 
faktor sosial ekonomi seperti ketimpangan pendapatan, 
kemiskinan, pengangguran, dan pendidikan diduga 
memengaruhi tingkat kriminalitas. Penelitian ini bertujuan 
menganalisis pengaruh variabel tersebut terhadap 
kriminalitas di 34 provinsi di Indonesia periode 2018–2023. 
Metode yang digunakan adalah regresi data panel dengan 
pendekatan Fixed Effects Model (FEM). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif 
terhadap kriminalitas, sedangkan pendidikan berpengaruh 
positif terhadap kriminalitas. Sementara itu, ketimpangan 
pendapatan dan tingkat pengangguran terbuka tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas. Temuan ini 
mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah penduduk 
miskin cenderung diikuti penurunan tingkat kriminalitas, 
sedangkan peningkatan lulusan SMA justru diikuti kenaikan 
kriminalitas. Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya perlu 
meningkatkan akses pendidikan, tetapi juga memperluas 
kesempatan kerja yang sesuai dengan tingkat pendidikan, 
memperkuat pendidikan karakter dan literasi digital, serta 
mengoptimalkan program kesejahteraan sosial untuk 
menjaga stabilitas sosial dan menekan angka kriminalitas di 
Indonesia. 
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1. PENDAHULUAN 
 

Lonjakan kasus kriminalitas merupakan salah satu masalah besar yang sering terjadi di 
banyak negara, termasuk Indonesia. Tingginya tingkat kejahatan tersebut dapat dipengaruhi 
oleh berbagai faktor, seperti kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi, rendahnya tingkat 
kesejahteraan, serta adanya peluang untuk melakukan kejahatan 
(Mubarok & Saepudin, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kondisi sosial dan ekonomi 
memiliki peran penting dalam menentukan tingkat kriminalitas di suatu daerah (Susanti et al., 
2025). Menurut Rahmalia et al. (2019), ketika masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan 
dasar dan lapangan pekerjaan terbatas, sebagian orang bisa terdorong untuk melakukan 
tindak melanggar hukum sebagai cara untuk bertahan hidup. Perkembangan jumlah kasus 
kejahatan (JKK) dan persentase penyelesaian tindak kriminalitas (PPTK) di Indonesia selama 
periode 2018–2023 disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Jumlah Kasus kejahatan (JKK) dan Persentase Penyelesaian Tindak Kriminalitas 
(PPTK) di Indonesia Tahun 2018-2023 

Tahun JKK PPTK 
2018 294.281 64,94 
2019 269.324 68,17 
2020 247.218 71,49 
2021 239.481 71,85 
2022 327.897 38,12 
2023 584.991 51,20 

                                               Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa jumlah kasus kejahatan di Indonesia mengalami 
penurunan pada periode 2018-2021, sementara PPTK megalami peningkatan. Namun, pada 
tahun 2022-2023 terjadi lonjakan jumlah kasus kejahatan yang disebabkan oleh 
ketidakstabilan ekonomi, seperti kenaikan biaya kebutuhan pokok, terbatasnya lapangan 
kerja, dan pendapatan masyarakat yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi, serta 
perbedaan pendapatan yang besar sehingga mendorong seseorang melakukan kejahatan 
demi memenuhi kebutuhan hidup (Ramandini dan Jaharuddin, 2024). Selain itu, PPTK 2021-
2023 menurun sehingga menunjukkan tingkat peyelesaian kasus yang lemah. Kondisi ini 
menunjukkan adanya tekanan sosial dan ekonomi serta keterbatsan kemampuan aparat 
penegak hukum yang dapat menimbulkan rasa tidak aman serta berdampak negatif terhadap 
aktivitas ekonomi.  

Menurut Rohman (2016), ketidakseimbangan antara jumlah kasus kejahatan dan tingkat 
penyelesaiannya menunjukkan adanya berbagai hambatan struktural dalam penegakan 
hukum, seperti keterbatasan jumlah penyidik, lemahnya koordinasi antar kepolisian, kurang 
memadainya sarana dan prasarana penyidikan, serta minimnya bukti pendukung yang 
menyebabkan kasus sulit dilanjutkan ke tahap penuntutan. 

Susanti et al. (2025) mengatakan bahwa perbedaan pendapatan yang besar membuat 
kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin semakin terlihat. Hal ini menimbulkan rasa 
tidak adil, kecemburuan sosial, dan frustrasi pada kelompok yang memiliki akses terbatas 
terhadap sumber daya, pendidikan, dan peluang ekonomi. Dalam kondisi tersebut, kejahatan 
dapat muncul sebagai respons terhadap ketidakseimbangan sosial yang dirasakan. 
Perkembangan tingkat ketimpangan pendapatan yang diukur menggunakan Indeks Gini di 
Indonesia selama periode 2018–2023 ditampilkan pada Tabel 2 berikut. 
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Tabel 2. Indeks Gini di Indonesia Tahun 2018-2023 
Tahun Indeks Gini  
2018 0,386 
2019 0,381 
2020 0,383 
2021 0,382 
2022 0,382 
2023 0,388 

                                                         Sumber: BPS 

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa ketimpangan pendapatan relatif stabil dari tahun ke 
tahun. Pada tahun 2019, ketimpangan sempat mengalami perbaikan dibandingkan tahun 
sebelumnya, namun setelah itu kembali mengalami perubahan pada beberapa tahun 
berikutnya hingga 2023. Perubahan ini terjadi karena pandemi yang menurunkan pendapatan 
banyak orang, pemulihan ekonomi yang tidak merata, serta kenaikan harga kebutuhan pokok 
yang lebih berat dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini menggambarkan 
bahwa ketimpangan pendapatan di Indonesia belum mengalami perubahan yang signifikan 
sepanjang periode tersebut. Kondisi ini mencerminkan bahwa kebijakan pemerataan 
ekonomi belum cukup kuat untuk menurunkan ketimpangan secara signifikan. Menurut 
Kacaribu dan Barika (2025), ketimpangan pendapatan yang besar dapat menimbulkan 
kesenjangan yang dirasakan masyarakat, sehingga memicu perasaan ketidakpuasan dan rasa 
tertinggal secara ekonomi. Kondisi tersebut dapat mendorong munculnya konflik sosial dan 
meningkatkan kecenderungan terjadinya tindakan kriminal. Perkembangan Persentase 
Penduduk Miskin (PPM) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia selama 
periode 2018–2023 ditampilkan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Persentase Penduduk Miskin (PPM) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di 
Indonesia Tahun 2018-2023 

Tahun PPM TPT 
2018 9,74 10,40 
2019 9,31 10,21 
2020 9,98 12,01 
2021 9,92 12,75 
2022 9,55 11,69 
2023 9,36 10,77 

                                                 Sumber: BPS 

Tabel 3 menunjukkan bahwa pada tahun 2019, tingkat kemiskinan megalami penurunan 
dibanding tahun sebelumnya, namun kembali meningkat pada 2020 hingga 2021 akibat 
dampak pandemi Covid-19 yang melemahkan aktivitas ekonomi, menurunkan pendapatan 
masyarakat, dan meningkatkan pengangguran. Setelah situasi ekonomi mulai pulih, 
kemiskinan berangsur membaik pada 2022 dan terus menurun hingga 2023. Bagi banyak 
perusahaan, pandemi Covid-19 meyebabkan mereka tidak dapat menjalankan kegiatan oprasi 
secara normal, yang meyebabkan mereka kehilangan sumber pendapatan. Akibatnya, 
perusahaan meghadapi ancaman tidak mampu membayar beban-beban maupun utang yang 
mejadi tanggung jawabnya (Herbowo & Saputri, 2023). Ketidakmampuan perusahaan 
membayar beban dan utang dapat memicu PHK dan penurunan pendapatan, sehingga 
menimbulkan tekanan ekonomi yang berpotensi meningkatkan risiko kriminalitas. 

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia relatif stabil pada 2018–2019, 
kemudian meningkat tajam pada 2020 dan mencapai puncaknya pada 2021 akibat dampak 
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pandemi yang melemahkan sektor industri dan jasa. Pada 2022–2023, kondisi mulai membaik 
seiring pemulihan ekonomi dan bertambahnya lapangan kerja. Hal tersebut menegaskan 
bahwa penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta 
penguatan sektor usaha menjadi kunci utama dalam menekan angka pengangguran. Menurut 
Hachica dan Triani (2022), tingkat pengangguran yang begitu tinggi mempersulit keuangan 
untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan orang-orang mengambil jalan pintas untuk 
memenuhi kebutuhan utama mereka dan bahkan melakukan kejahatan. 

 Tindak kriminalitas merupakan salah satu indikator penting dalam menilai stabilitas 
sosial dan keamanan suatu wilayah. Faktor-faktor sosial ekonomi seperti ketimpangan 
pendapatan, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran merupakan variabel yang dapat 
memengaruhi tinggi rendahnya angka kriminalitas di masyarakat. Oleh karena itu, kestabilan 
faktor-faktor sosial ekonomi perlu diperhatikan agar dapat menekan potensi meningkatnya 
kejahatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengestimasi pengaruh ketimpangan 
pendapatan, kemiskinan, tingkat pengangguran, dan pendidikan terhadap tingkat kriminalitas 
di Indonesia tahun 2018–2023. 

1.2. Tinjauan Pustaka 

Armin dan Idris (2020) meneliti pengaruh pendidikan, pengangguran, kemiskinan, dan 
ketimpangan pendapatan terhadap jumlah kasus kejahatan di 31 provinsi di Indonesia tahun 
2013-2017 menggunakan regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effects Model (FEM). 
Hasil regresi menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh negatif terhadap jumlah kasus 
kejahatan, sedangkan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan berpengaruh. Sementara itu, 
pengangguran tidak berpengaruh terhadap jumlah kasus kejahatan. Rahayu et al. (2025) juga 
menemukan bahwa kemiskinan berpengaruh positif terhadap kriminalitas, begitu juga 
pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap 
kriminalitas, sedagkan pengangguran tidak berpengaruh terhadap kriminalitas di 15 provinsi 
di Indonesia tahun 2013-2022. Namun, hasil tersebut tidak sejalan dengan Mervita et al. 
(2022) yang menemukan bahwa pengangguran dan kemiskinan tidak berpengaruh terhadap 
kriminalitas di Kabupaten Lampung Utara tahun 2012-2021. 

Ramadhani dan Rahmi (2024) dengan menggunakan regresi data panel dengan 
pendekatan FEM meneliti pengaruh pengangguran terbuka, ketimpangan pendapatan, dan 
kemiskinan terhadap kriminalitas di lima provinsi di Indonesia tahun 2018-2022. Hasil 
penelitian meununjukkan bahwa pengangguran terbuka, ketimpangan pendapatan, dan 
kemiskinan masing-masing berpengaruh positif terhadap kriminalitas. Pratita dan Woyanti 
(2024) juga menemukan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh positif terhadap 
kriminalitas di Jawa Timur tahun 2018-2022, begitu juga pendidikan. Namun, hasil berbeda 
ditemukan pada pengangguran dan kemiskinan, di mana kedua variabel tersebut 
berpengaruh negatif terhadap kriminalitas, sementara itu, kepadatan penduduk tidak 
berpengaruh terhadap kriminalitas. Simbolon dan Dalimunthe (2026) juga menemukan 
bahwa pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif 
terhadap kriminalitas di kota Medan tahun 2015-2024. 

Wicaksono dan Suharto (2023) dengan menggunakan regresi data panel dengan 
pendekatan FEM meneliti pengaruh PDRB, pengangguran, kemiskinan, dan pendidikan 
terhadap kriminalitas di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015-2019. Ditemukan bahwa 
PDRB dan pengangguran tidak berpengaruh terhadap kriminalitas, sedangkan kemiskinan dan 
pendidikan berpengaruh positif terhadap kriminalitas. Namun hasil tersebut tidak sejalan 
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dengan penelitian  Hulu (2024) menunjukkan tingkat pengangguran dan rata-rata lama 
sekolah berpengaruh negatif terhadap kriminalitas, sedagkan jumlah penduduk miskin tidak 
berpengaruh terhadap kriminalitas. Sementara itu, PDRB berpengaruh negatif terhadap 
kriminalitas di 34 provinsi di Indonesia tahun 2016-2020. Meutia et al. (2024) juga 
menemukan bahwa tingkat pendidikan dan kemiskinan berpengaruh negatif terhadap 
kriminalitas, sementara pengangguran tidak berpengaruh terhadap kriminalitas di 23 
kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2018-2022. 

Susanti et al. (2025) dengan menggunakan regresi data panel dengan pendekatan Random 
Effects Model (REM) meneliti pengaruh ketimpangan pendapatan, tingkat kemiskinan, dan 
tingkat pendidikan terhadap kriminalitas di 32 provinsi di Indonesia tahun 2014-2023. Hasil 
penelitian menunjukkan ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh terhadap kriminalitas, 
sedangkan kemiskinan dan pendidikan berpengaruh positif terhadap kriminalitas. Alzahri dan 
Syafitri (2025) juga menemukan bahwa pengangguran, kemiskinan dan pendidikan 
berpengaruh positif terhadap kriminalitas, sedangkan ketimpangan pendapatan tidak 
berpengaruh terhadap kriminalitas di 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Barat tahun 
2018-2023. Namun, hasil tersebut tidak sejalan dengan temuan Amilia dan Ridwan (2024) 
yang menemukan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap kriminalitas, 
sedangkan pengangguran dan ketimpangan pendapatan berpengaruh positif terhadap 
kriminalitas di Provinsi Bengkulu tahun 2018-2022. Sementara itu, tingkat kemiskinan tidak 
berpengaruh terhadap kriminalitas. 

Wulandari dan Yusnida (2025) meneliti tentang pengaruh pendidikan, jumlah penduduk, 
dan pengangguran terhadap kriminalitas di provinsi Sumatra Barat tahun 2020-2022, dengan 
menggunakan regresi data panel dengan pendekatan Common Effects Model (CEM). Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, jumlah penduduk, dan tingkat 
pengangguran masing-masing berpengaruh positif terhadap kriminalitas di provinsi Sumatra 
Barat periode 2020-2022. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitan-penelitian sebelumnya terletak pada ukuran 
variabel independen pendidikan, di mana penelitian ini menggunakan data persentase 
penduduk yang tamat SMA. Ukuran tersebut lebih baik digunakan dibandingkan rata-rata 
lama sekolah (RLS) karena menunjukkan pencapaian tingkat pendidikan minimum. Lulusan 
SMA umumnya telah memiliki kemampuan dasar yang memadai, sehingga lebih relevan 
dalam menganalisis kondisi sosial dan ekonomi. Selain itu, indikator ini lebih spesifik karena 
hanya berfokus pada penduduk yang telah mencapai jenjang tertentu, sedangkan RLS hanya 
menunjukkan rata-rata tahun sekolah tanpa memastikan tingkat kelulusan. Oleh karena itu, 
variabel penduduk berpendidikan SMA dinilai lebih mampu menggambarkan kualitas 
pendidikan Masyarakat. 

 

2. METODE 
 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang 
diperoleh melelui Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2018-2023. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data panel, yaitu gabungan antara data cross section dan time series. 
Pada penelitian ini, data cross section mencakup 34 provinsi di Indonesia, sedangkan data 
time series meliputi tahun 2018-2023. Adapun persamaan ekonometrika untuk megestimasi 
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pengaruh ketimpangan pendapatan, kemiskinan, pengangguran, dan pendidikan terhadap 
kriminalitas sebagai berikut: 

𝐿𝑜𝑔𝐶𝑅𝐼𝑀𝐸)* = 	𝛽. +	𝛽0𝐺𝐼𝑁𝐼)* +	𝛽3𝑃𝑂𝑉𝑅𝐴𝑇𝐸)* +	𝛽9𝑈𝑁𝐸𝑀𝑃𝑅𝐴𝑇𝐸)* +	𝛽;𝐸𝐷𝑈𝐶)* +	𝑒)* 

di mana: 

CRIME : Jumlah kasus kejahatan 
𝛽. : Konstanta 
𝛽0, 𝛽3, 𝛽9, 𝛽; : Koefisien variabel independen 
GINI : Ketimpangan pendapatan (%) 
POVRATE : Persentase penduduk miskin (%) 
UNEMPRATE : Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 
EDUC : Penduduk tamat SMA (%) 
𝑖 : Cross section (34 provinsi di Indonesia) 
𝑡 : Time series (tahun 2018-2023) 
𝑒 : Residual 

Regresi data panel menggunakan tiga estimasi, yaitu Common Effects Model (CEM), Fixed 
Effects Model (FEM), dan Random Effects Model (REM). Pemilihan model terbaik dilakukan 
melelui Uji Chow dan Uji Hausman. Model terbaik akan digunakan dalam mengestimasi 
pengaruh variabel independen terhadap dependen. 

Uji eksistensi model atau uji F perlu dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel 
independe secera bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. H0 pada uji F 
menyatakan bahwa β1 = β2 = β3 = β4 = 0 yang berarti ketimpangan pendapatan, kemiskinan, 
tingkat pengangguran terbuka, dan pendidikan secara bersama-sama tidak berpengaruh 
terhadap kriminalitas di Indonesia. H0 ditolak apabila probabilitas F-statistik < α. 

Kemudian, uji t juga perlu digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 
indpenden secera individu berpengaruh terhadap variabel depednen. H0 pada uji t 
menyatakan bahwa βi = 0 (i = 1-4), yang berarti setiap variabel ketimpangan pendapatan, 
kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan pendidikan masing-masing tidak 
berpengaruh terhadap kriminalitas. Adapun HA menyatakan bahwa β4 < 0, yang berarti 
pendidikan berpengaruh negatif terhadap kriminalitas, sedangkan βj > 0 (j = 1-3), yang berarti 
ketimpangan pendapatan, kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka masing-masing 
berpengaruh positif terhadap kriminalitas. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Estimasi pada model regresi data panel dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu Common 
Effects Model (CEM), Fixed Effects Model (FEM), dan Random Effects Model (REM). Hasil 
estimasi data panel ditampilkan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Hasil Regresi CEM, FEM, dan REM 

Variabel Koefisien Regresi 
CEM FEM REM 

C 4,826 9,627 7,500 
GINI 6,642 1,258 1,356 
POVRATE 0,013 -0,220 -0,022 
UNEMPRATE 0,045 -0,012 -0,017 
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EDUC 0,015 0,017 0,018 
R2 0,155 0,891 0,048 
Prob F-stat. 0,000 0,000 0,043 
Uji Chow  

(1) Cross-section F (33, 166) = 418,021734; Prob. F = 0,0000 
Uji Hausman 

(2) Cross-section random 𝜒3 (4) = 16,067666; Prob. 𝜒3 = 0,0029 
 

Untuk menetukan model terpilih pada regresi data penel, perlu dilakukan dua pengujian. 
Pertama, Uji Chow dilakukan untuk menentukan model terbaik antara CEM dan FEM. Kedua, 
Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model terbaik antara REM dan FEM. Ketentuan 
dalam Uji Chow adalah apabila probabilitas F-statistik < α, maka H0 ditolak, yang berarti FEM 
adalah model terbaik untuk digunakan daripada CEM. Sementara itu, ketentuan dalam Uji 
Hausman adalah apabila probabilitas 𝜒3 < α, maka H0 ditolak, sehingga FEM adalah model 
yang lebih tepat digunakan daripada REM. 

Hasil Uji Chow dan Uji Hausman pada Tabel 4 menunjukkan bahwa probabilitas Cross-
section F sebesar 0,0000 < α (0,05) dan probabilitas 𝜒3 sebesar 0,0029 < α (0,05), sehingga H0 
ditolak karena keduanya memiliki probabilitas kurang dari α. Dengan demikian, FEM adalah 
model yang lebih tepat digunakan untuk mengestimasi data panel. Hasil regresi menggunakan 
pendekatan Fixed Effect Model (FEM) ditampilkan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Hasil Regresi FEM 
Variabel Koefisien  

C 9,627 
(0,000)* 

GINI  1,258 
(0,684) 

POVRATE -0,220 
(0,002)* 

UNEMPRATE -0,012 
(0,483) 

EDUC 0,017 
(0,013)* 

R2 0,891 
Prob. F 0,000 
Keterangan: Angka di dalam 
kurung adalah probabilitas t-
statistik *signifikan pada α 
0,05 

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai probabilitas F-statistik sebesar 0,000 < α (0,05) sehingga 
H0 ditolak, dan dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan, kemiskinan, tingkat 
pengangguran terbuka, dan pendidikan secara bersama-sama berpengaruh terhadap 
kriminalitas di 34 provinsi di Indonesia tahun 2018-2023. 

Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,8911; yang berarti 89,11% perubahan tingkat 
kriminalitas disebabkan oleh perubahan ketimpan pendapatan, kemiskinan, tingkat 
pengangguran terbuka dan pendidikan, sedangkan sisanya sebesar 10,89% disebabkan oleh 
perubahan variabel lain di luar model. 
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Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial atau individu 
berpengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan Tabel 5, dapat disimpulkan bahwa 
kemiskinan berpengaruh negatif terhadap kriminalitas, sedagkan pendidikan berpengaruh 
positif terhadap kriminalitas. Sementara itu, ketimpangan pendapatan, dan tingkat 
pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap kriminalitas di 34 provinsi di Indonesia 
tahun 2018-2023. Ringkasan hasil uji t terangkum pada Tabel 6. 

Tabel 6. Hasil uji t 
Variabel Koefisien Prob. t Kesimpulan 

GINI 1,258 0,684 𝛽0 tidak signifikan  
POVRATE -0,220 0,002 𝛽3 signifikan pada α 0,05 
UNEMPRATE -0,013 0,484 𝛽9 tidak signifikan 
EDUC 0,017 0,014 𝛽; signifikan pada α 0,05 

Koefisien POVRATE adalah sebesar -0,220 dengan pola hubungan log-linier, yang berarti 
tambahan satu persen kemiskinan akan meningkatkan kriminalitas sebesar 22,05 persen. 
Kemudian, koefisien EDUC sebesar 0,017 dengan pola hubungan log-linier berarti tambahan 
satu persen penduduk yang tamat SMA akan meningkatkan kriminalitas sebesar 1,7 persen. 
Koefisien GINI dan UNEMPRATAE tidak perlu diinteprtasikan karena tidak signifikan. 

Berdarakan hasil regresi, diketahui bahwa kemiskinan berpengaruh negatif terhadap 
kriminalitas di Indonesia tahun 2018-2023. Hal ini dapat terjadi karena daerah dengan tingkat 
kemiskinan yang tinggi umumnya memiliki aktivitas ekonomi, dan kepemilikan barang 
berharga yang lebih rendah, sehingga peluang dan target kejahatan menjadi lebih sedikit 
(Sugiharti et al., 2023). Kondisi ini menyebabkan tindak kriminalitas cenderung menurun 
karena keuntungan yang diperoleh pelaku keajahatan juga lebih kecil. Selain itu, masyarakat 
miskin umumnya lebih fokus pada upaya memenuhi kebutuhan hidup melalui pekerjaan yang 
tersedia dibandingkan melakukan tindak kriminal yang memiliki risiko hukum dan sosial 
(Oktaviani et al., 2026). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan Meutia et al. (2024) yang meyatakan bahwa kemiskinan 
berpengaruh negetif terhadap kriminalitas di 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2018-
2022. Penduduk miskin dapat memenuhi kebutuhan hidupnya karena adanya bantuan dari 
pemerintah, seperti bantuan pangan non-tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), dan 
bantuan tunai. Adanya bantuan tersebut membuat masyarakat tidak melakukan tindak 
kriminal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Temuan ini juga medukung dengan temuan 
Pratita dan Woyanti (2024) yang menyatakan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif 
terhadap kriminalitas di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022. Simbolon 
dan Dalimunthe (2026) juga menemukan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif terhadap 
kriminalitas di kota Medan tahun 2015-2024. Namun, temuan ini tidak sejalan dengan 
temuan Ramadhani dan Rahmi (2024), yang menyatakan bahwa kemiskinan berpengaruh 
positif terhadap kriminalitas di lima provinsi di Indonesia tahun 2018-2022. Temuan tersebut 
didukung argument bahwa kemisiknan dapat meningkatkan peluang terjadinya kejahatan 
karena masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari 
disaat kebutuhan hidup bertambah, sehingga dapat mendorong seseorang untuk melakukan 
tindak kriminalitas. 

Variabel independen selanjutnya yang terbukti berpengaruh terhadap kriminalitas adalah 
pendidikan, di mana hasil regresi menunjukkan pengaruh positif. Hal ini menunjukkan bahwa 
pendidikan merupakan faktor yang memperparah kriminalitas di Indonesia tahun 2018-2023. 
Pendidikan dapat meningkatkan kriminalitas karena semakin tinggi tingkat pendidikan 
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masyarakat, semakin tinggi pula kemampuan, pengetahuan dan akses terhadap tekonologi 
yang dimiliki. Kondisi ini dapat membuka peluang terjadinya jenis kejahatan tertentu, 
terutama kejahatan modern seperti kejahatan siber (Abah & Agada, 2025). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Susanti et al. (2025) bahwa pendidikan 
berpengaruh positif terhadap kriminalitas di 32 provinsi di Indonesia tahun 2014-2023. 
Pendidikan yang lebih tinggi dapat mendorong seseorang untuk menggunakan pengetahuan 
yang dimilikinya dalam melakukan tindak kriminal dengan cara lebih rapi dan modern. Oleh 
karena itu, meskipun pendidikan diharapkan dapat menurunkan tingkat kejahatan, jika tidak 
diimbagi dengan kesempatan kerja yang memadai, pendidikan justru dapat meningkatkan 
kriminalitas. Temuan ini juga mendukung dengan temuan Wicaksono dan Suharto (2023) 
yang menyatakan bahwa pendidikan berpengaruh positif terhadap kriminalitas di 
kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015-2019. Namun, hasil berbeda 
ditemukan oleh Amilia dan Ridwan (2024), di mana pendidikan berpengaruh negatif terhadap 
kriminalitas di Provinsi Bengkulu tahun 2018-2022. Rendahnya tingkat pendidikan akan 
membuat seserang kesulitan mencari pekrjaan dan bersaing dengan orang lain yang 
berpendidikan tinggi, sehingga akan meyebabkan tingginya tingkat kriminalitas.  

Berdasarkan hasil regresi, dapat diketahui bahwa ketimpangan pendapatan tidak 
berpengaruh terhadap kriminalitas di Indonesia tahun 2018-2023. Hubungan antara 
ketimpagan pendapatan dan kejahatan hanya tampak ketika perbedaan kondisi di setiap 
negara tidak diperhatikan atau ketika penelitian hanya menggunakan sedikit negara sebagai 
sempel. Hubungan tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lain yang berbeda di setiap 
negara, seperti budaya, kondisi sosial, dan karakteristik masyarakat. Oleh karena itu, 
meskipun tingkat ketimpangan yang tinggi dapat menimbuikan berbagai masalah 
sosial,belum terdapat bukti yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa ketimpangan 
pendapatan secara langsung meningkatkan kejahatan (Neumayer, 2005). 

Hasil ini mendukung temuan Susanti et al. (2025) bahwa ketimpangan pendapatan tidak 
berpengaruh terhadap kriminalitas di 32 provinsi di Indonesia tahun 2014-2023. Hal ini dapat 
terjadi karena ada faktor lain yang mampu mengurangi dampak ketimpangan pendapatan, 
seperti bantuan sosial dari pemerintah, pembagian pendapatan lebih merata, dan hubungan 
sosial masyarakat yang masih kuat sehingga konflik sosial dapat ditekan. Namun, Ramadhani 
dan Rahmi (2024) menemukan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh positif 
terhadap kriminalitas di lima provinsi di Indonesia tahun 2018-2022. Ketimpangan 
pendapatan yang besar antara masyarakat kaya dan miskin dapat menimbulkan rasa 
ketidakpuasan sosial. Masyarakat yang merasa mengalami kesenjangan ekonomi yang besar 
dapat terdorong mencari cara unutuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk melakukan 
tindak kriminalitas. 

Variabel independen selanjutnya yang tidak berpengaruh terhadap kriminalitas adalah 
pengangguran, di mana ditemukan bahwa pengangguran tidak berpengaruh terhadap 
kriminalitas di Indonesia tahun 2018-2023. Pengangguran tidak secara langsung dapat 
memengaruhi kriminalitas karena status menganggur tidak selalu mencerminkan kondisi 
ekonomi seseorang. Tingkat kejahatan lebih berkaitan dengan kondisi kesejahteraan ekonomi 
masyarakat secara umum dibandingkan dengan status menganggur (Timbrell, 1990). 

Temuan penelitian ini mendukung temuan Mervita et al. (2022) di mana pengangguran 
tidak berpengaruh terhadap kriminalitas di Kabupaten Lampung Utara tahun 2012-2021. 
Tingginya pengangguran di Indonesia banyak berasal dari lulusan akademi, diploma, dan 
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universitas. Meskipun demikian, orang yang menganggur tetapi memiliki pendidikan lebih 
tinggi cenderung berpikir lebih rasional sehingga tidak mudah melakukan tindak kriminal. 
Temuan ini juga medukung temuan Armin dan Idris (2020) yang menyatakan bahwa 
pengangguran tidak berpengaruh terhadap kriminalitas di 31 provinsi di Indonesia tahun 
2013-2017. Namun, hasil ini tidak medukung temuan Amilia dan Ridwan (2024) yang 
menyatakan bahwa pengangguran berpengaruh terhadap kriminalitas. Pengangguran dapat 
meningkatkan tekanan ekonomi dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehingga 
sebagian individu dapat terdorong melakukan tindakan kriminal. Tingginya pengangguran 
juga dapat menimbulkan ketegangan sosial yang berpotensi meningkatkan kriminalitas di 
Provinsi Bengkulu tahun 2018-2022. 

 

4. KESIMPULAN 
 

Kriminalitas merupakan permasalahan sosial yang dapat mengganggu stabilitas keamanan 
dan pembangunan ekonomi. Penelitian ini bertujuan mengestimasi pengaruh ketimpangan 
pendapatan, kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan pendidikan terhadap 
kriminalitas di Indonesia periode 2018–2023 menggunakan regresi data panel dengan 
pendekatan Fixed Effects Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan 
berpengaruh negatif terhadap kriminalitas, yang mengindikasikan bahwa tingginya 
kemiskinan tidak selalu diikuti peningkatan kriminalitas karena adanya fokus masyarakat pada 
pemenuhan kebutuhan dasar dan dukungan bantuan sosial. Pendidikan berpengaruh positif 
terhadap kriminalitas, diduga terkait meningkatnya kejahatan berbasis teknologi seiring 
bertambahnya penduduk berpendidikan SMA. Sementara itu, ketimpangan pendapatan dan 
pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas. Berdasarkan hasil 
tersebut, pemerintah diharapkan memperkuat program perlindungan sosial, memperluas 
kesempatan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan yang disertai pendidikan karakter dan 
literasi digital, serta mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja agar kondisi sosial tetap aman 
dan kondusif. 
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